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ABSTRAK 
 
Alfisyahrin R. Yusuf (B11112196), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Dijalanan (Studi Kasus di Kota Makassar 2014-2016), dibawah 
bimbingan Prof.Dr.Slamet Sampoerno,S.H.,M.H.DFM. selaku 
pembimbing I dan Dr.Dara Indrawati,S.H.,M.H. selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan dan kedua untuk 
mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan 
pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di kota 
Makassar. 
 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Makassar, lokasi 
penelitian pada wilayah hukum polres Makassar dan Lapas Klas I 
Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
pustaka dan penelitian lapangan, dengan tipe penelitian dekriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan 
dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil 
studi pustaka. 
 Hasil penelitian menunjukkkan bahwa memang telah terjadi 
kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan di kota Makassar. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh 
anak dijalanan adalah 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor 
kurangnya pengawasan orang tua, 4. Pendidikan yang rendah. Upaya 
anggota kepolisian polres Makassar dan Pegawai Lapas Klas I Makassar 
untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang 
dilakukan oleh anak dijalanan adalah 1. Melakukan koordinasi dengan 
seluruh elemen masyarakat, 2. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah 
di kota Makassar, 3. Mengadakan patrol dengan instansi terkait untuk 
meminimalisir kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan 
khususnya yang dilakukan oleh anak. 4. Memberikan pembinaan 
kerohanian dan intelektual agar anak tidak kembali lagi melakukan 
kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau 
aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, negara juga 
memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi 
pengaturan dan keadilan, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Membahas 
fungsi keamanan, keamanan dalam suatu negara merupakan syarat utama 
mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan 
beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan 
ketertiban masyarakat serta tertib tegaknya hukum. 
Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu 
dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan negara 
agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan 
hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian 
hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki 
adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan 
itu harus dilaksanakan dengan tegas. 
 Di zaman sekarang dimana pertumbuhan kebutuhan ekonomi 
masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan 
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kebutuhan hidup berupa pangan, papan, dan pekerjaan yang kurang 
ditunjang dengan skill kerja individu serta kurangnya lapangan kerja yang 
tersedia. Beberapa hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang 
mengganggu keamanan serta ketertiban di masyarakat. Pada era modern 
saat sekarang ini pekerjaan yang tersedia variatif, pagi hingga kembali pagi 
pun masyarakat tetap berkegiatan bahkan saat malam hari, akan tetapi 
tingkat keramaian saat pagi hingga sore dan malam hingga kembali pagi itu 
berbeda, saat malam hari menjelang subuh tingkat keramaian di jalanan 
berada pada titik terendah atau sepi, keadaan seperti inilah yang 
dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan suatu tindak kriminal. 
 Kejahatan saat sekarang ini keliatannya semakin hari semakin 
bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan modus operasi 
yang digunakan juga semakin canggih, salah satu bentuk kejahatan yang 
sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan 
masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan 
pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik 
menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai 
jenisnya. Dengan berkembangnya kejahatan pecurian maka berkembang 
pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan 
adalah pencurian disertai kekerasan. Pelaku kejahatan saat ini pun tidak 
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mengenal usia dan yang sangat meresahkan masyarakat adalah pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak. 
 Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan 
kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah 
asset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena 
itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan 
terhadap mereka di masa kini. Masa depan bangsa pada kesejahteraan 
anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. 
Sebagai kertas putih dan bersih, seorang anak rentan akan pengaruh-
pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari lingkup di lingkungan sekitar 
rumahnya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka 
sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga 
perkembangan fisik dan psikisnya. 
  Karena seringnya kejahatan ini terjadi diharapkan kerja sama antara 
masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibuatlah aturan 
hukum mengenai kejahatan pencurian disertai kekerasaan yang tercantum 
dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II pasal 365 (2) 
KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 1. Jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya,  atau dijalan atau didalam kereta 
api atau trem yang sedang berjalan; 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua 
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orang atau lebih dengan bersekutu; 3. Jika masuk ke tempat melakukan 
kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. Jika perbuatan 
mengakibatkan luka-luka berat. 
 Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi-selatan adalah kota 
yang tingkat keramaiannya tertinggi di pulau Celebes, dimana pekerjaan, 
sekolah, dan universitas nya memiliki banyak peminat sehingga tempat 
keramaian tersebut menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan pencurian, 
apalagi pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga 
dilakukan oleh anak. Seperti pada awal tahun 2016 dua kawanan pelaku 
kejahatan pencurian disertai kekerasan melakukan aksinya dijalan Abdullah 
dg Sirua dan dijalan   baddoka, kedua korban mengalami luka berat dan 
mirisnya pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak hanya orang 
dewasa namun juga ada anak dibawah umur. 
 Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan 
dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada 
bangsa Indonesia. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk 
menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan tersebut sekecil 
mungkin agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat khususnya di 
wilayah kota Makassar. 
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 Usaha pencarian solusi terhadap permasalahaan tersebut bukan 
hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran 
serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian 
masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan 
pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu 
usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan 
setiap hak dan kewajibannya. 
 Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya akan 
diteliti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi, kemudian dibahas 
dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Dijalanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 
2014-2016)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis 
memilih rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di 
kota Makassar ?  
2. Bagaimana penanggulangan aparat terhadap kasus kejahatan 
pencurian disertai kekerasan yang di lakukan oleh anak dijalanan 
di kota Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak 
melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan di 
kota Makassar 
2. Untuk mengetahui bagaimana aparat menanggulangi kasus 
kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan yang dilakukan 
oleh anak di kota Makassar  
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi 
bahan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk 
meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan 
yang dilakukan oleh anak. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi 
masyarakat agar terhindar dari kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang saat ini banyak terjadi dalam lingkup kota 
Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan 
kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari 
dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya 
kejahatan. 
Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli 
kriminologi, antara lain, menurut Soejono Dirjosisworo (1985:4) 
mengemukakan bahwa: 
“dari segi etimologis istilah krimonologis terdiri atas dua suku kata 
yakni crimes yang berarti kejahatan logos  yang berarti ilmu 
pengetahuan, jadi menurut pandangan etimologi maka istilah 
kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala 
sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.” 
 
Kriminologi  sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang  mendalam tentang fenomena  kejahatan, 
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 
kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. 
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Seorang antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard 
(Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa: 
“kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal 
kejahatan, kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal 
dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti 
ilmu pengetahuan.” 
 
Kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi 
untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas 
pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai 
berikut: 
Soedjono Dirjosisworo (1976:24) memberikan definisi kriminologi 
adalah: 
“pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun 
pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas 
lagi.” 
 
Demikian pula menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9), 
mengemukakan bahwa, “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
untuk menyelidiki gejala  kejahatan seluas-luasnya” 
Lanjut menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menentuan suatu 
ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metaode tersendiri, artinya 
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau 
sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai 
tujuan. 
2. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari 
berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian 
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yang satu dengan segi lainnya, selanjutnya dengan peranan 
masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan 
keseluruhan. 
3. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
obyeknya (hal yang diketahui). 
Jadi menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9) bahwa: 
“kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai 
suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, 
seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain.” 
Selanjutnya W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10) membagi 
kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
1. Antropologi kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat (somatis). 
2. Sosiologi kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
seabagai suatu gejala masyarakat. 
3. Psikologi kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat 
dilihat dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal; adalah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa. 
5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
 
Paul Moedigdo Moelliono (Topo Santoso, 2003:11), mengemukakan 
bahwa:  
“pelaku kejahatan mempuyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, 
karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku 
untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.” 
 
Lanjut Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2003:12) memberikan 
definisi kriminologi sebagai berikut: 
“kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian 
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mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, 
pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.” 
 
Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003:12), mengemukakan 
bahwa definisi kriminologi adalah: 
“keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara 
resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para 
anggota masyarakat.” 
 
Wood (Abd salam, 2007:5)., merumuskan definisi kriminologi bahwa: 
“sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku 
tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku 
jahat dan perbuatan tercela.” 
 
Berdasar rumusan para ahli di atas tentang kriminologi, sepertinya 
mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa 
dalam mengungkapkan kriminologi berbeda, tetapi perbedaan itu tidak 
mempengaruhi hakekat kriminologi seabagi suatu ilmu pengetahuan yang 
beriorientasi pada kejahatan, mencari sebab orang melakukan kejahatan dan 
mencari mengapa orang menjadi jahat, sekaligus mencari cara atau upaya 
untuk menanggulangi kejahatan serta mendidik penjahat agar kembali baik di 
mata masyarakat. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Sutherland (I. S. Susanto, 1990:10), kriminologi terdiri dari 
tiga bagian utama, yaitu: 
a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah utnuk mencari sebab-
sebab kejahatan; 
b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah 
lahirnya hukum, perkembangannnya serta arti dan faedahnya; 
c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
Menurut A.S Alam (2010:2-3), ruang lingkup pembahasan kriminologi 
mencakup tiga hal pokok, yakni: 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws); 
b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws); 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking laws). Reaksi dalm hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi 
juga reaksi terhadap calon pelanggar hukm berupa upaya-
upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
 
Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) 
maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur 
kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan 
statistik kejahatan. 
Sedangkan dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran 
(mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif 
kriminologi. 
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Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap 
pelanggaran hukum antara lain teori-teori pengukuhan dan upaya-upaya 
penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emtif, 
preventif, represif dan rehabilitative. 
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
mengenai kejahatan, yaitu pertama norma-norma yang termuat di dalam 
peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang 
melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat dan yang ketiga adalah 
reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-
perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang 
sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas. 
 
3. Klasifikasi Kriminologi 
Menurut A.S Alam (2010:4-7), kriminologi dapat dibagi dalam dua 
golongan besar yaitu: 
a. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara 
teoitis. 
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1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda yang menjadi ciri khas dari 
seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang 
penjahat diantaranya: tengkoraknya yang panjang, 
rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya 
moncong dan seterusnya. 
2. Sosial kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Yang tidak termasuk 
didalam kategori sosiologi kriminal adalah: 
a) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, 
b) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal 
balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan, 
c) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik antar cuaca dan kejahatan. 
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini 
adalah: 
a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
golongan-golongan penjahat. 
b) Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi sosial. 
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4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan ynag mempelajari tentang penjahat yang sakit 
jiwa. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih di 
rumah sakit jiwa. 
5. Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
 
b. Kriminologis Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula disebutkan  
bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang 
diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi 
praktis ini adalah: 
1. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha 
untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat. 
2. Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara 
menetapkan huku yang sebaik-baiknya kepada terpidana 
agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk 
tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan 
hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan 
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serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh 
semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang 
bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan. 
3. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu tentang 
penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku 
kejahatan. 
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B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Menurut A.S Alam (2010: 16-17) ada dua sudut pandang untuk 
mendefinisikan kejahatan yaitu: 
a. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang 
diperundang-undangan pidana maka perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang  bukan kejahatan. 
b. Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup di dalam masyarakat. 
Menurut M. A Elliat (Gumilang, 1993:4) mengemukakan bahwa: 
“kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern 
atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat 
dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda 
dan lain-lain.” 
Menurut Bonger (Gumilang, 1993:4) bahwa: 
“kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar 
mendapat reaksi dari Negara merupakan pemberian derita, dan 
kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum 
mengenai kejahatan”. 
Selanjutnya Bonger (A.S Alam,2010:21) membagi kejahatan berdasar 
motif pelakunya sebagai berikut: 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan 
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zina 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeauos crime), misalnya penganiayaan 
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kejahatan itu 
merupakan perbuatan anti sosial yang sifatnya merugikan masyarakat.  
 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Menurut A. S. Alam (2010: 18-19) untuk menyebut sesuatu perbuatan 
sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus 
dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2. Kerugian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) 
3. Harus ada perbuatan 
4. Harus ada maksud 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut 
 
3. Klasifikasi Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan 
beberapa pertimbangan: 
Menurut Bonger (A.S Alam 2010:21) membagi kejahatan berdasarkan 
motif pelakunya sebagai berikut: 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundunpan 
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zina 
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3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeauos crime), misalnya penganiayaan 
Sedangkan menurut A.S Alam (2010:21-23) membagi kejahatan 
berdasarkan berat atau ringan acaman pidananya: 
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku ke-II 
(dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 
Golongan inilah dalam bahasa inggris disebut felony. Ancaman 
pidana pada golongan ini berupa pidana mati, penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara sementara. 
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi didepan persidangan memakai 
jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, 
dihukum dengan kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. 
Pelanggaran didalam bahasa inggris disebut misdemeanor. 
Ancaman hukumannya berupa pidana kurungan dan/atau denda. 
 
4. Teori Terjadinya Kejahatan 
Di dalam ilmu kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan.  Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha 
untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan 
kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-
hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.  
Teori-teori penyebab terjadinya kejahata antara lain sebagai berikut: 
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1) Teori klasik, teori ini mulai muncul di inggris pada pertengahan abad 
ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi 
hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia 
berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap 
manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan 
mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. 
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa: 
“setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
That the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure”. 
lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan 
bahwa:  
“semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman 
yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, 
posisi soisal dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan 
harus sedemikian beratnya”. 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti 
untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si 
pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-
peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
2) Teori Neo Klasik, teori ini sebenarnya merupakan revisi atau 
perubahan teori klasik. Dengan demikian teori ini tidak menyimpang dari 
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konsep-konsep umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu 
itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai 
rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas 
perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya 
terhadap ciri khas teori neo-klasik (Made Darma Weda, 1996:30) adalah 
sebagai berikut: 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, 
kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh: 
1. Patologi, ketidakmampuan untuk  bertindak, sakit jiwa, atau lain-
lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya. 
2. Premiditasi niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, 
tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika 
benar maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih 
bebas untuk memilih  daripada residivis yang terkait dengan 
kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum 
dengan berat. 
b. Perubahan doktrin tanggung jawab  sempurna untuk memungkinkan 
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-
sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk 
sebagian saja adalh kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang 
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dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu 
melakukan kejahatan. 
c. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa 
fisik (cuaca, mekanis dan sebagainya). Keadaan-keadaan 
lingkungannya atau keadaan mental individu. 
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli didalam acara pengadilan 
untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan 
apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dann yang 
salah. 
Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik 
menggambarkan dtinggalkannya kekuatan yang supranatural yang ajaib 
(gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya 
pelaksanaan hukum pidana.dengan demikian teori-teori neo-klasik 
menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
prilaku/tingkah laku manusia. 
3) Teori Kartografi/Geografi, teori ini berkembang di Perancis, Inggris, 
Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini serig 
pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini 
adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun secara sosial. 
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Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi 
sosial yang ada dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan 
karena faktor dari luar manusia itu sendiri. 
4) Teori Sosialis, teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. 
Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oeh tulisan dari Marx dan Engels, 
yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh 
ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang 
tidak seimbang dalam masyarakat. 
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu 
haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain 
kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya 
kejahatan. 
5) Teori Tipologis, di dalam kriminologi telah berkembang empat teori 
yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran 
tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka 
mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang 
yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalahh sebagai berikut: 
a. Teori Lombroso/mazhab Antropologis, teori ini dipelopori oleh 
Cesare Lomroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat 
manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia 
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mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari 
keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia 
lainnya. 
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso 
(Made Darma Weda, 1996:16) yaitu: 
 Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 
 Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung 
yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap 
rasa sakit; 
 Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tetapi 
merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai prilakukriminal; 
 Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar 
dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan 
kesempatan yang tidak memungkinkan; 
 Penganut airan ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti 
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-
ciri tertentu. 
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam  
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan  
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kemudian membantah teori Tarde tentang teory of imitation (Le lois 
de’l imitation). 
Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa: 
“kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah 
yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”. 
Dengan demikian  Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali 
pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil 
pengaruhnya terhadap seseorang. 
b. Teori Mental Tester, teori ini muncul setelah runtuhnya teori 
Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental 
untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut 
Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa: 
“setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya 
orang yag lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan 
demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya 
tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”. 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab 
orang melakukan kejahatan. 
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c. Teori sosiologis, dalam memberi kuasa kejahatan, teori sosiologis 
merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab 
kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori 
kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai 
fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social environment). 
Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat 
dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. 
Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak 
berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang 
baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang 
tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
d. Teori Lingkungan, teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab 
Perancis.. menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan 
karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik 
lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar serta 
penemuan teknologi. 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televise, buku-
buku sertafilm dengan berbagai macam reklame sebagai 
promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat 
kejahatan. Menurut Tade (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa: 
“orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”. 
27 
 
Berdasarkan pendapat Tade tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya 
atau dalam artian karena adanya pengaruh negatif dari lingkungan 
sekitar. 
6) Teori Biososiologis, teori dalam aliran ini adalah A. D. Prins, Van 
Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya 
merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh 
karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena 
faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan  juga karena 
faktor lingkungan. 
Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai 
warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, 
tempramen, kesehatan dan minuman keras. Keaadan lingkungan yang 
mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam 
(geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan 
keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang 
pemilihan umum. 
7) Teori NKK, teori NKK ini meruoakan teori terbaru yang mencoba 
menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini 
sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi 
kejahatan di masyarakat. 
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Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun 
ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi 
kejahatan. 
 
5. Tipe Penjahat Menurut Ahli 
Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan yang melanggar 
hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. 
Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa 
sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas 
seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat 
berbeda dengan manusia lainnya. 
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made 
Darma Weda, 1996:16) yaitu: 
- Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 
- Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak 
yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, 
rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 
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- Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tetapi 
merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai prilakukriminal; 
- Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang 
tidak memungkinkan; 
- Penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat 
dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. 
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C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan 
atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau 
pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau 
perbedaan pendapat. 
Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan 
uraian istilah-istilah yang diajukan sebagai suatu batasan yang dikemukakan 
oleh ahli hukum tekenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai 
dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain baik yang berkecimpung di bidang hukum 
maupun diluar bidang hukum. 
Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi 
unsur-unsur  dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan pasal 362 
KUHP, diantaranya R. Soesilo (1995:249) mengemukakan bahwa: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
900,-“ 
Menurut andi hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik yang 
paling umum tercantum dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik 
netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. 
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2. Unsur-Unsur Pencurian 
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP R. 
Soesilo (1995:249) yang menyatakan sebagai berikut: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang ittu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.900,-“ 
Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka suatu perbuatan 
dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
b. Mengambil 
c. Sesuatu barang 
d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan 
pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi 
semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan 
Pasal 362 KUHP. Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori unsur-unsur pencurian, yaitu: 
1. Unsur-Unsur Objektif 
1. Mengambil 
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Unsur perbuatan mengambil barang  dengan maksud bahwa suatu 
barang berada dalam penguasaan mutlak dan mengakibatkan putusnya 
hubungan antara barang dengan orang yang dimilikinya. 
Menurut Lamintang (1989:3) yang secara lengkap dalam bahasa 
Belanda berbunyi: 
“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed bringthinzijn 
feitolijike herrchappij, bedoeling die men tenopzichte van dat goed 
verder koesterf”. (mengambil itu adalah suatu perilaku yang 
membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata 
atau berada dalam kekuasaannya atau dalam detensinya, terlepas 
dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut). 
Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya unutk 
mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, 
apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada ditangannya, maka 
perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut 
sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang 
tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan 
pencurian, melainkan “mencoba mencuri” (R. Soesilo, 1995:250). 
Perkembangan dalam hukum pidana menyebabkan pengertian 
perbuatan “mengambil” dapat pula mengalami penafsiran yang luas, seperti 
yang dipakai oleh pembuat Undang-undang yaitu tidak terbatas dengan 
tangan saja melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, atau dengan 
33 
 
menggunakan suatu macam alat lain, sebagaimna teori alat dalam hukum 
pidana. Misalnya, dengan sepotong kayu atau besi ataupun menghabiskan 
bensin dalam mengendarai kendaraan tanpa seizin pemiliknya, walaupun 
tidak berniat mengambil kendaraan itu. 
Beberapa teori yang terdapat di dalam doktrin menjelaskan tentang 
bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, 
masing-masing yakni: 
 Teori Kontrektasi 
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan 
bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda 
yang bersangkutan dari tempatnya semula. 
 Teori Ablasi 
Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan 
oleh pelaku. 
 Teori Aprehensi 
Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan 
bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada 
dalam penguasaan yang nyata. 
2. Sesuatu barang 
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Barang yang diambil dapat  sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu 
apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si 
pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. 
Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah 
dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada kejahatan pencurian. 
Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian sesuatu 
barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis 
termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, 
kalung, dan sebagainya. 
Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, 
meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang 
disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Pada mulanya benda-
benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam 
Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 
adalah terbatas pada benda-benda yang bergerak saja (roerend goed). 
Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi benda bergerak. 
Misalnya, sebatang pohon yang telah ditebang, atau daun pintu rumah 
yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang 
berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. 
Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata 
adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. 
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Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat 
dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak 
bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah 
atau dipindahkan. 
2. Unsur-unsur Subyektif 
1. Maksud untuk memiliki 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa 
unsur kesalahan dalam pencuian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur 
itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan 
mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. 
Gabungan dari dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam 
tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan 
beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan 
alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan 
yang melanggar hukum, dan yang kedua menjadi unsur pencurian ini 
adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, 
memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai 
barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti 
sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah 
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terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk 
dijadikan sebagai miliknya.  
2. Melawan hukum  
Unsur melawan hukum ini erat berkaitan dengan unsur menguasai 
untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum akan memberikan warna 
pada perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. 
Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan 
dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku. 
Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan 
hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan 
undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang 
melawan undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum. 
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009:33) menyebutkan bahwa: 
Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika 
penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya 
melanggar hukum, misalnya dengan cara memalsukan surat 
kuasa, dan sebagainya. 
Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum 
bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, 
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sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangn dengan 
hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum 
subyektif. 
 
3. Jenis-jenis Pencurian 
Pencurian menurut KUHP terdiri dari lima yaitu: 
a. Pencurian biasa 
Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh pakar hukum pidana untuk 
menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa ini 
perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan: 
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.900,-“. 
Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1995:249) 
menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu sebagai berikut: 
1. Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut: 
 Perbuatan “mengambil” 
 Yang diambil harus “suatu barang” 
 Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” 
 Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” 
barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak) 
2. “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu 
mencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam 
kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada 
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ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan 
(Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat  
dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila 
orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, 
maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru 
“mencoba” mencuri. 
3. “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula 
binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan 
sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan 
gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau di 
pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena 
itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-
kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun 
dua helai rambut tidak ada dirumah harganya.  
4. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
“sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli 
sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan 
dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang 
warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, suatu 
barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan 
pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang 
yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya. 
5. “pengambilan” harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk 
memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu 
bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian 
mengambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “unutk 
memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu 
pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah 
datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan 
ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang 
itu dimilikinya sudah berada ditangannya,. 
 
b. Pencurian ringan 
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang 
menyatakan: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4 
begitu juga perbuatan yang diterangkan  dalam pasal 365 ke-5, 
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apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua 
puluh lima ribu rupiah, dihukum sebagai pencurian rigan, pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan 
ratus rupiah”. 
Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian 
ringan adalah: 
1. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362) 
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau 
3. Kejahatan pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam 
tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak 
diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, 
pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, 
perintah palsu, atau jabatan palsu,. Dengan syarat: 
 Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah 
 Nilai yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. 
 
c. Pencurian dengan pemberatan 
Suatu  perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, apabila 
memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain 
yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. 
Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai 
berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: 
a) Pencurian ternak 
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemebrontakan 
atau bahaya perang 
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c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang ada disitu tidak dikteahui atau dikehendaki oleh 
orang yang berhak 
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu 
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan 
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong , memanjat, atau dengan anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu 
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama 9 tahun. 
d. Pencurian Dengan Kekerasan 
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur 
dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah 
“pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah “curas” 
Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP (R. 
Soesilo, 1995:253) ini adalah sebagai berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembiln tahun, pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapakan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 
untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun: 
 Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan 
 Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama 
 Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu 
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 Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun. 
4. Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan 
luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dengan disertai oleh slah satu hal yang diterang dalam 
ayat (2) ke-1 dan ke-3. 
 
e. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga 
Pencurian diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan: 
1. Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang 
tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, 
maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukum. 
2. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat 
tidur atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin, 
baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang 
menyimpang dalam derajat kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat 
dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang 
dikenakan kejahatan itu. 
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan 
oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua 
berlaku juga bagi orang itu, 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini 
merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun 
korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila 
seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) 
pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
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D. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan 
kata sifat yang dibentuk dari akar kata ”jahat” yang berarti sangat jelek, buruk 
dan sangat tidak baik. Pengertian ini mengacu kepada kelakuan atau tabiat 
serta perbuatan seseorang. 
Dari segi hukum, pengertian kejahatan menurut Soedjono Dirjosisworo 
(1995:11) adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai 
perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. 
Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke 
waktu. Menurut Made Darma Weda (Abd. Wahid, 2001:26), kejahatan 
merupakan problema manusia. 
Hal itu menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh 
berkembang dalam kehidupan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi 
gambaran lain dari eksistensi manusia itu sendiri. 
Menurut A.S Alam (2002:1), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua 
sudut pandang yaitu: 
1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view), 
kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
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2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of 
view), dalam masyarakat. 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 unsur 
pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi (A.S Alam, 2001:3) : 
1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat 
6. Ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP 
dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi yang mengancam perbuatan tersebut 
Pengertian kejahatan menurut Zakaria Idris (1998:425) : 
“Kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau 
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain”. 
Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan 
yang lebih bersifat fisik mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan 
pada orang lain. Salah satu unsur penting yang harus adalah berupa 
paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang 
dilukai. 
Menurut Mansor Faqih (Abd. Wahid, 2001:31) 
“kata kekerasan” merupakan bagian dari kata “violence” dalam bahasa 
inggris, meskipun keduanya memiliki konsep berbeda. Kata “violence” 
diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap 
fisik maupun integritas mental psikologis sesorang, sedangkan kata 
kekerasan fisik belaka. 
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Pandangan Mansour faqih itu menunjuk pengertian kekerasan pada 
objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk 
penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau 
ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. 
Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak 
lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan 
fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis  yang cukup parah seperti 
stres dan kemudian bunuh diri. 
Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa: membuat orang 
pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan  menggunakan kekerasan. 
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 
yang dimaksud kejahatan dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang 
melanggar hukum yang membawa akibat-akibat cedera atau menyebabkan 
matinya orang lain. 
Kejahatan dengan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa 
muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan 
membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan dengan 
kekerasan ini Pasal 170 KUHP (Moejiatmo, 1996:65) menjelaskan bahwa: 
1. Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. 
2. Yang bersalah diancam: 
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a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang  
digunakan mengakibatkan luka-luka. 
b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,  jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat. 
c. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan kekerasan seperti yang 
dikemukakan oleh Stefem Scahfer (Mulyana W. Kusuma, 1982:24-25) bahwa 
penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat. Menurut Martin 
R. Haskel dan Lewis Yablonski (Mulyana W. Kusuma, 1984:25) bahwa 
mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang 
mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni: 
1. Kekerasan legal 
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum. 
Misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan. 
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi  
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan 
atau sanksi sosialnya terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan 
suami terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan 
sosial dari masyarakat. 
3. Kekerasan rasional 
Beberapa kekerasan yang tidak legal akan tidak ada sanksi sosialnya 
adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan. Misalnya, 
pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan yang terorganisir. 
4. Kekerasan yang tidak berperasaan 
Kekerasan seperti ini disebut “irrational violence” yang terjadi tanpa 
provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan 
pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. 
Kriminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Stefen Scahfer 
(Mulyana  W. Kusuma, 1984:24) adalah kejahatan kekerasan yang utama 
yaitu pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian disertai kekerasan, 
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sedang pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang 
mengakibatkan kematian maupun luka bagi sesama manusia. 
Kejahatan-kejahatan kekerasan perorangan atau individual dapat 
diketahui dalam  tindakan seperti pembunuhan, perkosaan dan 
penganiayaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling 
menakutkan. Masyarakat lapisan sosial bawah yang tingkat ekonominya lebih 
rendah atau lebih kecil, mudah untuk melakukan kejahatan disertai 
kekerasan, seperti perampokan. Kejahatan-kejahatan disertai kekerasan di 
negara-negara berkembang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan kaitannya 
dari kekerasan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam 
masyarakat yang mencerminkan ketidakrataan dan ketidakadilan dalam 
penguasaan dan pengendalian sumber-sumber daya. 
Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo (1981:3), mengemukakan bahwa: 
“kemiskinan, penindasan dan pencemaran alam, semuanya 
merupakan gejala kesatuan sindrom kekerasan structural. Disini 
pulalah maka sistem perang, sistem ekonomi, eksploitasi dan 
perusakan lingkungan hidup merupakan gejala yang bertautan, berada 
dalam kesatuan sindrom dan merupakan bagian dari satu sosok 
struktural”. 
Pengertian kekerasan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang 
nomor 23 tahun 2002, namun pasal 13 ayat (1) huruf d memberi pengertian 
tentang perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara 
zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh bekas kasihan kepada anak. 
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Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai 
dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental 
dan sosial. 
Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan maka pasal 59 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut: 
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran”. 
Berkaitan dengan Pasal 59 maka, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 mengatur bahwa bagi anak korban kekerasan berhak untuk 
mendapatkan perlindungan khusus. 
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E. Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan 
Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa: 
1. Kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 
Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi 
dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan kejahatan itu akan 
melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada 
ditangannya. 
Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di 
dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus di lakukan 
pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, 
bersama sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya 
untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika 
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau 
kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya 
barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan 
merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu 
tidak dikenakan pada orang. 
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun. 
a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam 
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumhanya 
atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang 
sedang berjalan 
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih 
c. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan 
jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu 
d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat 
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika 
karena perbuatan itu ada orang mati. 
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-selamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika 
perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati 
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula 
oleh salah satu hal yan diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) 
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KUHP, adalah: 
1. Pencurian, yang: 
2. Didahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud untuk: 
a. Mempersiapkan, atau 
b. Memudahkan, atau 
c. Dalam hal tertangkap tangan 
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka 
lain 
e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP, Adalah: 
1. Waktu malam 
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya 
3. Di jalan umum 
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan 
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F. Anak 
1. Pengertian Anak 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak  menyatakan bahwa:  
Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan 
pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang 
Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat 
harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak 
sipil dan kebebasan.  
 Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku 
kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga 
dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak 
asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab 
menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak terutama untuk menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam 
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pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara 
menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. 
Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat 
perbedaan definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim 
dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. 
Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada dibawah perwalian. 
Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur anak 
tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai 
peraturan perundang-undangan: 
a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak. 
Dalam undang-undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan 
anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahapan penyelidikan 
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai 
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anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam 
peraturan ini adalah anak yang berusia 12 sampai 18 tahun. 
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Undang-undang ini adalah peraturan yang sebelumya berlaku 
bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena terdapat 
beberapa hal yang tidak lagi relevan dengan keadaan yang terjadi 
di masa sekarang maka diperbaharui dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disebutkan di atas. Dalam 
Undang-Undang ini tepatnya pada  Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan 
bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-
undang ini ditentukan bahwa batas minimal anak adalah berumur 8 
tahun maka dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak 
kepada Departemen Sosial setalah mendengar pertimbangan dan 
Pembimbingan Kemasyarakatan. 
53 
 
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Permasyarakatan 
Dalam Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c undang-undang ini 
menyebutkan bahwa anak didik permasyarakatan baik anak 
pidana, anak negara dan sipil untuk dapat dididik di Lapas anak 
adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan 
untuk anak sipil guna dapat ditempatlan di lapas anak maka 
perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai 
berumur 18 tahun. 
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang 
ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 
Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai 
batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHAP 
menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan 
yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di 
bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 
menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat 
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menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) 
tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. 
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak 
Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin. 
g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
i. PP Nomor 2 Tahun 1998 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak 
bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 
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Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun atau belum kawin. 
j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak 
tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai 
batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 
tahun. 
k. KItab Undang-Undang Hukum Perdata 
Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. 
Dalam hal ini, yang menjadi acuan penulis dalam menulis kali ini 
adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan 
Anak. Yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum 
selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang ber umur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum ber umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
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2. Hak-Hak Anak 
Dalam konvensi PBB tentang hak anak yang telah disahkan melalui 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang 
Pengesahan Convention Of The Right Of The Child  menyebutkan butir-butir 
tentang hak-hak anak (Gatot Supramono, 2007:241-245) yaitu: 
1. memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. 
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, 
keselamatan dan kesehatan. 
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban 
orang tua, keluarga. 
4. Negara mengakui hak hidup anak, nama serta kewajiban Negara 
menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak. 
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta kewajiban Negara hak 
untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. 
6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan 
hubungan keluarga. 
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua. 
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan. 
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. 
10.  Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat. 
11.  Memperoleh informasi dan aneka sumber yang di perlukan. 
12.  Orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina anak, 
Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar 
anak mendapat perawatan dan fasilitas. 
13.  Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 
penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) 
serta penyalahgunaan seksual. 
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan 
pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah). 
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi 
kewajiban negara. 
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi. 
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat. 
18. Memperoleh pelayanan kesehatan. 
19. Hak memperoleh jaminan sosial (asuransi sosial). 
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20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental 
dan sosial. 
21. Hak anak atas pendidikan. 
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat 
dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya. 
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. 
24.  Perlindungan dari obat terlarang. 
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. 
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan 
anak. 
27. Melindungi anak terhadap segala eksploitasi terhadap segala aspek 
kesejahteraan anak. 
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi. 
29. Hukum Acara Peradilan Anak. 
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik dalam atau diluar pengadilan. 
Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 (Gatot Supromono, 
2007:7-8) mengatur pula hak-hak yang meliputi  : 
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 
bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna. 
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar. 
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama 
berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. 
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan 
dari Negara atau orang atau badan. 
7. Anak yang tidak mampu berhak memproleh bantuan agar dalam 
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan 
yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi 
dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. 
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9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah 
dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan 
keputusan hakim. 
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai 
tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan 
dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 
anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, 
agama, pendirian politik dan kedudukan sosial. 
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G. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha 
untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan 
kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-
hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. 
Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut: 
1. Teori klasik, teori ini mulai muncul di inggris pada pertengahan abad 
ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi 
hedonistic. Menurut psikologi hedonistic setiap perbuatan manusia 
berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap 
manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan 
mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. 
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:5) bahwa: 
“setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
That the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure”. 
 Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan 
bahwa: 
“semua orang yang melanggar Undang-Undang tertentu harus 
menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan 
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jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaam-keadaan lainnya. 
Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”. 
 Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah 
untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. 
 Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti 
untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si 
pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-
peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
2. Teori neo klasik 
Menurut Made Darwa Weda (1996:15) bahwa: 
“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan 
teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari 
konsepsi-konsepsi umum  tentang sifat-sifat manusia yang berlaku 
pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah 
makhluk yang mmepunyai rasio yang berkehendak bebas dan 
karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat 
dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.” 
 
Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda, 1995:15) adalah sebagai 
berikut: 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak 
bebas. Kebebasan untuk memilij dapat dipengaruhi oleh: 
i. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, 
atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang unutk 
memperlakukan kehendak bebasnya. 
61 
 
ii. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal 
yang aneh, sebab jika benar maka pelaku pidana untuk 
pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih 
daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-
kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum 
dengan berat. 
b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang berubah ini 
dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) 
keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari 
individu. 
c. Perubahan doktrin bertanggungjawab sempurna untuk 
memungkinkan perubahan hukuman menjadi 
tanggungjawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk 
mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja 
adalah kegilaan, kedunguan, usilan dan lain-lain yang dapat 
mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada 
waktu melakukan kejahatan. 
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara 
pengadilan untuk menentukan besarnya tanggungjawab, 
untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih 
antara yang benar dan salah. 
 
3. Teori kartografi/geografi 
Teori kartogarfi yang berkembang di Perancil, Inggris dan Jerman. 
Teori ini berkembang pada tahun 1830-1880 M. teori ini sering pula disebut 
sebagai ajaran ekologis, yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi 
kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik seacar geografis maupun 
secara sosial. 
Menurut Made Darma Weda (1996:16) bahwa: 
“teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang 
ada . dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena 
faktor dari luar manusia itu sendiri.” 
62 
 
 
4. Teori sosialis 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. tokoh aliran ini 
banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan 
pada determinasi ekonomi. 
 Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darma Weda 1996:16) bahwa: 
“kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat”. 
Berdasar pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan 
itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain 
kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya 
kejahatan. 
5. Teori tipologis 
Didalam kriminolig telah berkembang teori yang disebut dengan teori 
tipologis atau bio-tipologis. Aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran 
dan  metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan 
antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Teori tipologis tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Teori lomborso/mazhab antropologis 
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lomboso. Menurut Lombroso (Made 
Darma Weda 199:16-17) bahwa: 
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“kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal 
is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat 
dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan 
manusia lainnya.” 
 
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam 
persoalan determinasi melawan kebebasan, kemauan dan kemudian 
membantah teori Trade tentang theory of imitation. 
Teori ini dibantah oleh Goring dengan mengadakan penelitian. Goring 
(Made darma Weda 1996:18) bahwa: 
“kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dbawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang 
menyebabkan orang tesebut melakukan kejahatan.” 
 
Dengan demkian menurut Goring kejahatan timbul karna faktor 
Psikologi sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap 
seseorang. 
b. Teori mental tester 
Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam 
metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan 
bukan penjahat.  
Menurut Goddard (Made Darma Weda 1996:18) bahwa: 
“setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang 
otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya tersebut atau 
menangkap serta menilai arti hukum.” 
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Berdasar pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebeab orang 
melakukan kejahatan. 
c. Teori psikiatrik 
Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan 
melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfolofi (made Darma Weda 
1996:19) bahwa: 
“teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsy dan moral 
insanity sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori ini memberikan arti 
penting kepada kekacauan-kekacauan ekonomi, yang dianggap timbul 
dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini 
adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang 
berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan 
menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.” 
 
d. Teori sosiologis 
Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis 
sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori 
kartografik dan sosialis. 
Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda 1996:19) 
sebagai : 
“fungsi lingkungan sosial. Pokok paangkal ajaran ini adalah, bahwa 
kelauan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama sepertikelauan 
sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah lakujahat tidak 
berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. 
Orang melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya.” 
 
e. Teori lingkungan 
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Teori ini juga disebut sebagai mazhan Perancis. Menurut Tarde (Made 
Darma Weda 1996:20) : 
“teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi 
oleh fakor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan 
keluarga, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan 
termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta 
penemuan teknologi.” 
 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televise, buku-buku 
serta film dengan macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan 
tinggi rendahnya kejahatan. 
Berdasar pendapat Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena 
orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, sama seperti teori 
sosiologis menurut Made Darma Weda. 
f. Teori biososiologi 
Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran 
antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa 
tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan 
fisik dari penjahat dan juga faktor lingkungan. 
Menurut Made Darma Weda (1996:20) bahwa: 
“faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai 
warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, keadaan 
lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu 
meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan 
keadaan politik suatu Negara”. 
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H. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama 
kejahatan di ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan 
dibeberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran 
dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, 
moral dan hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalm undang-
undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkan 
dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 
Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak pemerintah maupun warga 
masyarakatjuga ikut terlibat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, 
baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program 
serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat 
dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Seperti yang dikemukakan A.S Alam (2010:79-80) penanggulangan 
kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: 
67 
 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-
emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu adanya niat 
dan kesempatan maka terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada 
saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalulintas tersebut meski pada waktu itu tidak ada polisi 
yang  berjaga. 
2. Preventif 
Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
terjadinya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi 
kesempatan itu hilang karena motor-motor berada pada tempat yang aman 
atau berada pada tempat yang terjaga, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. 
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3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan untuk memberi efek jera agar 
tidak mengulangi perbuatannya di lain waktu dan dengan secara tidak 
langsung menjadi kabar bagi orang sekitarnya bahwa perbuatan kejahatan 
tersebut memiliki efek/dampak yang buruk apabila dilakukan, sehingga 
muncul rasa ingin menghindari bahkan tidak akan melakukan hal tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi yang merupakan data penulisan ini maka 
penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar yang bertempat Di Polres 
Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I makassar.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari 
lapangan melalui wawancara. 
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil telaah 
dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang 
berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana. 
3. Data Tersier atau data-data penunjang mencakup ; bahan-bahan 
yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer 
dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain yang 
berhubungan dengan ilmu hukum untuk menunjang penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
penulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara atau 
Tanya jawab dengan pihak yang berwenang atau yang terkait guna 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
2. Teknik kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan 
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh dari data primer, sekunder maupun 
data tersier kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan kuantitatif, dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kota Makassar terletak antara 119o 24’17’38’’ bujur timur dan 5o8’6’19’’ 
Lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Maros, 
sebelah timur kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten Gowa dan 
sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota Makassar tercatat 
175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan dan memiliki batas-batas 
wilayah administratif dari letak kota Makassar, antara lain: 
i. Sebelah utara berbatasan dengan  kabupaten Pangkep 
ii. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros 
iii. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa 
iv. Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar  
Secara geografis, letak kota Makassar berada ditengah diantara 
pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga  
menjadikan kota Makassar ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah 
barat ke bagian timur maupun utara ke selatan Indonesia. Dengan posisi ini 
menyebabkan kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para transmigran 
dari daerah Sulawesi selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi 
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yang ada di kawasan timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal, 
lapangan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. 
Adapun jumlah penduduk kota Makassar dari tahun 2014-2016 dapat 
dilihat pada table berikut: 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk Kota Makassar Antara Tahun 2014-2016 
Tahun 
2014 2015 2016 
1,629,849 Jiwa 1,700,571 Jiwa 1,743,686 Jiwa 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2016 jumlah 
penduduk di kota Makassar terus meningkat tiap tahunnya dan 
peningkatannya cukup tinggi. 
 
b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Disertai 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan di Kota Makassar 
Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta 
merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang 
umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain karena adanya kesempatan 
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pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor 
ekonomi, lingkungan dan sebagainya. 
Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di kota Makassar tempat 
penulis melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian di kantor 
kepolisian resort Makassar dan Lapas klas I Makassar mengenai kejahatan 
pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan ditinjau dari 
segi kriminologis. Berdasarkan data yang diperoleh penulis terkait pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan, ditemukan adanya 
kasus terhitung dari tahun 2014 sampai akhir tahun 2016. 
Sebelum memasuki pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan, 
terlebih dahulu penulis akan memaparkan data kejahatan pencurian dengan 
kekerasan secara umum, data kejahatan pencurian disertai kekerasan yang 
dilakukan oleh anak, data tingkatan pendidikan pelaku, dan data orang tua 
pelaku. 
1. Data Pencurian Secara Umum di Kota Makassar 
Sebelum membahas tentang kasus kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan, terlebih dahulu penulis 
memaparkan kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan secara umum 
yang terjadi di kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2014-2016, hal ini 
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cukup penting untuk dijadikan perbandingan antara kejahatan pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak. 
Data laporan tentang kejahatan pencurian disertai kekerasan secara 
umum yang diperoleh dari kepolisian resort kota Makassar mulai tahun 2014-
2016: 
Tabel 2 
Data Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Secara 
Umum di Kota Makassar  
NO Tahun Jumlah Kasus 
1 2014 285 kasus 
2 2015 461 kasus 
3 2016 450 kasus 
 Sumber Data: Polres Makassar 
 
Dari table diatas terlihat jelas bahwa kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang terjadi di kota Makassar mengalami peningkatan yang 
sangat jauh dari tahun 2014 ke tahun 2015 namun terjadi penurunan yang 
sangat sedikit ke tahun 2016. 
2. Data Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Dijalanan. 
Setelah membahas kasus pencurian disertai kekerasan secara umum 
di kota Makassar, selanjutnya pembahasan pokok utama dari penulisan ini 
yaitu kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan. 
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      Tabel 3 
Data Kasus Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Dijalanan di Kota Makassar 
NO Tahun Jumlah  Kasus 
1 2014 140 
2 2015 125 
3 2016 96 
Sumber Data: Polres Makassar 
 
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terjadi penurunan kasus 
kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di 
setiap tahunnya hingga tahun 2016, adapun grafik perbandingannya sebagai 
berikut: 
 
2014 2015 2016
kejahatan umum
kejahatan anak
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Berdasarkan grafik perbandingan diatas, jumlah kasus kejahatan 
pencurian dsertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan pada tahun 
2014 hampir setengah dari kasus pencurian disertai kekerasan secara 
umum, terjadi peningkatan yang melonjak jauh pada kasus pencurian disertai 
kekerasan secara umum pada tahun 2015 namun lain halnya dengan kasus 
yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2015 kasus yang dilakukan oleh anak 
terjadi penurunan begitu pula tahun 2016 kasus secara umum dan yang 
dilakukan oleh anak mengalami penurunan kasus kejahatan. 
3. Tingkatan Pendidikan Pelaku Kejahatan Pencurian Disertai 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Pendidikan merupakan instrument yang penting dalam pengembangan 
jiwa dan intelektual seseorang yang mana diharapkan dapat terbentuk 
kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan. 
Berikut penulis akan mencantumkan data tentang tingkat pendidikan 
pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan di kota Makassar: 
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Tabel 4 
Data Pendidikan Terakhir  Pelaku Kejahatan Pencurian Disertai 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan 
No Pendidikan Terakhir Jumlah 
1 SD 5 
2 SMP 6 
3 SMA 4 
4 Tidak Bersekolah - 
Jumlah 15 
Sumber Data: Hasil Wawancara Narapidana Anak tanggal 18 januari 2017 
 
Dari data yang diperoleh penulis pada wawancara penelitian tersebut, 
dapat diketahui jenjang pendidikan para pelaku kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di kota Makassar. 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 15 anak yang dijadikan responden 
oleh penulis, terlihat jelas bahwa pelaku kejahatan mempunyai pendidikan 
yang cukup rendah, namun dapat dilihat bahwa semua pernah mendapat 
pendidikan formal pemerintah. Kebanyakan pelaku anak mengenyam 
pendidikan tingkat menengah pertama yaitu sebanyak 6 anak dari 15 
responden, selanjutnya 5 anak pendidikan terakhirnya hanya sampai di 
Sekolah Dasar sedangkan rata-rata umur responden 16-18 tahun, dan 
sisanya 4 anak mengenyam pendidikan terakhir di SMA maupun SMK. 
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4. Data Pekerjaan Orang Tua Pelaku Kejahatan Pencurian Disertai 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan 
Pada umumnya pekerjaan orang tua pelaku kejahatan pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak tergolong berpenghasilan 
rendah, bahkan ada yang tidak bekerja dan juga sudah meninggal dunia, 
sehingga lemahnya pengawasan orang tua dianggap bisa menjadi faktor 
penyebab kejahatan ini terjadi. Melakukan tindak kejahatan ini mungkin 
menjadi salah satu cara mereka untuk melangsungkan hidup, namun ada 
juga yang orang tuanya masih hidup bahkan berpenghasilan cukup tetapi 
dengan kurangnya pengawasan terhadap anaknya sehingga anak tidak 
terkontrol dan menjadi pelaku kejahatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 5 
Data Pekerjaan Orang Tua Pelaku Kejahatan Pencurian Disertai 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Honorer 1 
2 Karwayan Swasta 5 
3 Buruh 3 
4 Tukang Bentor 1 
5 Nelayan 1 
6 Petani 1 
7 Supir Angkot 1 
8 Meninggal Dunia 1 
9 Tidak bekerja 1 
Jumlah 15 
Sumber Data: Hasil Wawancara Narapidana Anak tanggal 18 januari 2017 
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa pekerjaan orang tua 
pelaku kejahatan adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah. Hanya 
5 dari 15 responden yang memiliki gaji setidaknya sesuai standar UMR (Upah 
Minimum Regional) Makassar, ada 3 responden yang memiliki orang tua 
dengan pekerjaan sebagai buruh, dapat diketahui bahwa pekerjaan sebagai 
buruh bukanlah pekerjan tetap. Selanjutnya ada yang orang tuanya tidak 
bekerja bahkan ada yang sudah meninggal sehingga sangat berat untuk 
memnuhi kehidupan sehari-hari mereka, ada juga yang orang tuanya sebagai 
honorer di instansi pemerintahan  dan sebagai honorer gaji yang didapatkan 
tidak sesuai dengan UMR Makassar, selebihnya ada yang bekerja sebagai 
petani, nelayan, tukang bentor dan supir angkot, profesi ini bukanlah 
pekerjaan yang selalu berpenghasilan rendah namun tidak juga selalu 
mendapatkan penghasilan tinggi atau dapat dikatakan tidak berpenghasilan 
tetap. 
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di kota 
Makassar, penulis akan memaparkan hasil penelitian melalui hasil 
wawancara dengan anak sebagai pelaku kejahatan, aparat kepolisian dan 
pegawai lapas yang terkait. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 
metode wawancara, dapat dilihat tabel dan hasil wawancara sebagai berikut: 
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Tabel 6 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Disertai 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan 
No. Faktor Penyebab Jumlah 
1 Kondisi Ekonomi 3 
2 Faktor Lingkungan 7 
3 Rendahnya Pendidikan 2 
4 Lemahnya Pengawasan orang tua 3 
Jumlah 15 
Sumber Data: Hasil Wawancara Narapidana Anak tanggal 18 januari 2017 
a. Faktor Ekonomi 
Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan 
sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang 
yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang 
yang bias dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki 
dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. 
Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih baik 
dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu jalan 
keluarnya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian. 
Berdasarkan tabel 6 diatas, terlihat bahwa faktor ekonomi menjadi 
alasan 3 responden sebagai faktor mereka melakukan tindak kejahatan 
pencurian disertai kekerasan dijalanan. 
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b. Faktor Lingkungan 
Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari 
lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar 
pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup 
tinggi dari orang dewasa secara umumnya, melihat anak-anak sebayanya 
yang memiliki suatu barang yang cukup mahal memunculkan rasa ingn 
memiliki barang itu juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak 
mampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi anak tersebut mereka 
kemudian mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang tersebut 
dengan cara yang salah yaitu dengan mencuri uang atau barang tersebut. 
Ada juga permasalahan lingkungan lain sepertii pergaulan yang salah, 
anak yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkunganyang salah yang 
akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya 
kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-
ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang 
mereka curi. Misalnya mabuk-mabukan, obat-obatan dan sebagainya. 
Berdasarkan tabel 6 di atas, faktor lingkungan ini yang mendominasi 
daripada faktor-faktor lain penyebab anak melakukan kejahatan pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan dijalanan. Mereka awalnya adalah anak 
yang baik, tetapi sejak mereka tinggal dilingkungan yang pergaulannya salah 
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mereka akhirnya ikut melakukan kejahatan yang seperti dilakukan oleh anak 
dilingkungann yang salah tersebut, terutama kejahatan pencurian disertai 
kekerasan dijalanan. 
c. Kurang Perhatian/Pengawasan Orang Tua 
Perhatian orang tua terhadap anak sangat perlu untuk metode 
pertumbuhan sikap, perilaku dan psikologis anak. Selain pengajar atau guru 
disekolah yang mendidik anak untuk berkelakuan baik, orang tua di rumah 
juga turut aktif untuk membantu berkelakuan baik, karena waktu anak 
disekolah hanya sedikit. 
Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak bias saja merubah 
sikap dan perilaku anak tersebut, bias saja mereka melakukan keinginan 
mereka meskipun dengan cara yang bertentangan dengan kebaikan 
dikarenakan sangat lemahnya pengawasan dari orang tua termasuk 
melakukan kejahatan pencurian. 
d. Rendahnya Tingkat Pendidikan 
Rendahnya tingkat pendidikan anak juga menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Melihat 
tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akan 
mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Berdasarkan tabel 4 pelaku 
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan berpendidikan 
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rendah, ini menandakan bahwa anak di kota Makassar masih ada yang 
belum mendapatkan pendidikan yang layak. 
Selain faktor-faktor yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan 
keterangan langsung dari para pelaku, penulis juga akan memaparkan hasil 
wawancara dengan instansi terkait. 
Menurut Aipda Abdul Kadir selaku bareskrim bagian Resmob. 
Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Makassar (wawancara 9 januari 
2017), faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan antara lain: 
1. Faktor lingkungan yang sangat kurang baik bagi anak apalagi bila di 
lingkungan tersebut sering terjadi kejahatan maka anak akan belajar 
dan mengikuti apa yang didapatkan di lingkungan tersebut. Faktor 
inilah yang paling berpengaruh sehingga anak melakukan suatu tindak 
kejahatan. 
2. Faktor ekonomi yakni faktor ketidakmampuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup anak, maka anak tersebut melakukan kejahatan 
pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 
3. Faktor lemahnya pengawasan orang tua kepada anak sehingga tidak 
tertanam norma kesusilaan dan norma agama yang seharusnya 
melandasi pemikiran si anak agar terjauh dari perbuatan yang dilarang 
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agama namun  karena kurangnya waktu bersama dengan anak 
mengakibatkan anak melakukan kejahatan tersebut. 
4. Masih kurangnya petugas yang menangani ataupun mencegah agar 
kasus yang dilakukan anak tidak lagi terjadi di kota Makassar.  
Selanjutnya menurut Pegawai Lapas Klas I Makassar Muh. Ramadhan 
Afwan, AMDP. Selaku staf Bimkemas yaitu penelaah status warga 
pemasyarakatan. (wawancara 18 januari 2017) faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan adalah: 
1. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika ada 
anak yang tinggal dilingkungan sosial yang buruk maka bisa saja sifat 
si anak menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan dalam melakukan 
kejahatan. 
2. Faktor kepedulian orang tua yang sangat kurang, yang mengakibatkan 
akhlak anak juga menjadi buruk. 
3. Faktor ekonomi, banyaknya anak yang putus sekolah karena ketidak 
mampuan dalam memenuhi finansial mengakibatkan moral mereka 
menjadi kurang baik dan pemenuhan kebutuhan hidup pun ingin lebih 
instan sehingga mereka rentan melakukan tindak kejahatan. 
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Adapun hasil keseluruhan wawancara responden pelaku anak adalah 
sebagai berikut: 
1. Roni Ilyas umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMK, kedua orang 
tuanya telah meninggal dunia. Faktor lingkungan adalah yang 
paling berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukannya. 
2. Adrian Hidayat umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMA, ayahnya 
bekerja sebagai karyawan teknisi di radio sinjai. Faktor lingkungan 
adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya. 
3. Febrianto umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya 
bekerja sebagai nelayan di kota Makassar. Faktor ekonomi yang 
menjadi alasan febrianto melakukan perbuatannya. 
4. Muh. Sahar umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, kedua orang 
tua nya tidak bekerja. Merasa kurang mendapatkan perhatian 
orang tua adalah alasannya melakukan perbuatan kejahatan. 
5. Ahmad Nurhidayat umur 16 tahun, pendidikan terakhir SD, 
ayahnya bekerja sebagai sopir angkot. Faktor kurangnya 
pendidikan adalah yang dirasa sebagai pengaruh dia melakukan 
perbuatannya. 
6. Rinto Harahap umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya 
bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Faktor 
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lingkungan adalah yang paling berpengaruh terhadap 
perbuatannya. 
7. Muh. Rizky umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMA, Ibunya 
bekerja sebagai pegawai di Universitas swasta. Faktor lingkungan 
adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya. 
8. Irwan umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, kedua orangtuanya 
berprofesi sebagai petani. Faktor lingkungan adalah yang paling 
berpengaruh terhadap perbuatannya. 
9. Febrio umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya bekerja 
sebagai Buruh. Faktor ekonomi yang menyebabkan febrio 
melakukan perbuatannya. 
10. William umur 17 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya bekerja 
sebagai Buruh. Faktor kurangnya pendidikan yang dirasa William 
sebagai alasannya melakukan perbuatan kejahatan. 
11. A. Arya umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, ayahnya bekerja 
sebagai karwayan swasta. Faktor kurangnya perhatian orang tua 
sehingga arya terjerumus ke perbuatan kejahatan. 
12. Randi umur 25 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya tenaga 
honorer di satuan kepolisian pamong praja. Faktor lingkungan 
adalah yang paling berpengaruh terhadap perbuatannya. 
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13. Nanda umur 18 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya berprofesi 
sebagai tukang bentor. Faktor ekonomi yang menyebabkan nanda 
melakukan perbuatannya. 
14. Septian umur 16 tahun, pendidikan terakhir SD, ayahnya bekerja 
sebagai buruh bangunan. Faktor kurangnya pendidikan septian 
sehingga dia melakukan perbuatan kejahatan. 
15. Reynaldi umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMK, ibunya bekerja 
sebagai guru SMA Negeri. Reynaldi disini jg menjadi korban, 
karena dia dibohongi temannya bahwa ternyata temannya 
mengajak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, jadi 
faktor lingkungan yang menjadikan reynaldi ikut dalam perbuatan 
kejahatan. 
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C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan 
Yang Dilakukan Oleh Anak DIjalanan di Kota Makassar  
Setelah penulis mengemukakan beberapa faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan 
oleh anak dijalanan, selanjutnya akan dipaparkan mengenai upaya-upaya 
penanggulangan kejahatan tersebut oleh instansi-instansi terkait yakni 
kepolisian resort Makassar dan Lapas Klas I Makassar. 
Kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat dan anak itu 
sendiri yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus 
bangsa. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit 
untuk menangani masalah kejahatan seperti namun dengan adanya 
kolaborasi aparat hukum dengan masyarakat maka bukan tidak mungkin 
kalau kedepannya tidak lagi ada anak yang melakukan kejahatan seperti ini 
lagi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa 
instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan 
guna menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan 
oleh anak dijalanan. 
89 
 
Menurut Aipda Abdul Kadir selaku bareskrim bagian Resmob. 
Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Makassar (wawancara 9 januari 
2017), ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi 
masalah kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukann oleh anak 
dijalanan yakni: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum 
terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan. 
a. Mengadakan patroli keliling di kota Makassar. 
b. Menempatkan personil kepolisian di tempat yang rawan terjadi 
lokasi pencurian. 
c. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan dan bekerjasama 
dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, 
sekolah-sekolah di kota Makassar dan kepada orang tua yang 
memiliki anak yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah. 
d. Melakukan pendataan berkala terhadap perkumpulan atau geng-
geng motor yang ada di kota Makassar. 
Namun dengan kurangnya personil kepolisian untuk penanganan ini 
maka menjadi kesulitan tersendiri bagi aparat kepolisian sehingga kegiatan 
tersebut diatas kurang optimal. 
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2. Upaya represif, merupakan upaya yang bertujuan untuk menakan atau 
menghapuskan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh 
anak dijalanan dengan  melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan 
Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim Makassar di tempat-tempat 
perkumpulan anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil 
curiannya seperti dilorong-lorong perumahan kecil atau tempat pengepul 
barang curian biasa juga disebut Black Market (Pasar Gelap) seperti yang 
ada dijalan kerung-kerung yang menjual suku cadang motor curian dan ada 
juga dijalan dr. sutomo tempat pengepul barang elektronik curian, tempat 
inilah yang paling sering diberi penyuluhan tentang bahayanya mengepul 
barang curian karena menjadi salah satu mata rantai kejahatan pencurian 
secara umum atau yang dilakukan oleh anak. Penyuluhan ini diharapkan 
dapat memutus salah satu mata rantai agar ruang gerak pelaku kejahatan 
semakin menyempit dan kejahatan ini tidak lagi terjadi. 
Selanjutnya ada juga upaya penanggulangan yang diberikan kepada 
anak yang telah di vonis dan sudah di eksekusi menjadi tahanan di Lapas 
Klas I Makassar. Menurut Pegawai Lapas Klas I Makassar Muh. Ramadhan 
Afwan, AMDP. Selaku staf Bimkemas yaitu penelaah status warga 
pemasyarakatan. (wawancara 18 januari 2017) upaya penanggulangan 
tersebut antara lain: 
91 
 
1. Pembinaan kerohanian, mengajarkan anak untuk lebih paham 
agama dengan menanamkan norma-norma agama dan hal lain, 
seperti mengajarkan anak membaca alquran oleh pihak dari 
departemen agama apabila dia islam, dan kitab lain sesuai agama 
anak tersebut. 
2. Peembinaan Intelektual, pembinaan intelektual ini dibagi menjadi 
dua yaitu: 
1) Diberikan pendidikan lanjut, seperti diketahui anak yang 
melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dijalanan 
kebanyakan sudah memiliki tattoo sedangkan pendidikan formal 
pemerintah jelas melarang penggunaan tattoo kepada siswa, 
namun sebagai anak yang diakui pemerintah jelas memiliki hak 
melanjutkan pendidikan, jadi didalam lapas anak dapat 
mengikuti ujian persamaan seperti paket A, B, atau C. 
2) Diajarkan keterampilan, apabila anak sudah tidak tertarik 
melanjutkan pendidikan paling tidak anak tersebut memiliki 
suatu keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan 
bermasyarakatnya, karena dengan adanya keterampilan 
tersebut anak bisa bekerja sesuai keerampilannya atau bahkan 
membuat usaha sendiri dari keterampilan yang dimilikinya. 
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Setelah anak bebas dari sanksi pidana penjaranya, masih ada instansi 
yang bertanggung jawab kepada anak tersebut, anak yang telah bebas pasti 
melalui pembebasan bersyarat sesuai dengan Undang-Undang SPPA,  
pengawasan dan pembimbingannya dilakukan oleh Bapas (Badan 
Pemasyarakatan). Anak yang menjalani pembebasan bersayarat di pantau 
melalu wajib lapor anak tersebut ke BaPas, karena anak yang kembali ke 
lingkungan yang membentuk perilaku anak tersebut akan rentan untuk 
melakukan kegiatan buruk yang dulu dilakukannya sehingga dibutuhkan 
pengawasan dan pembimbingan dari Badan Pemasyarakatan ini. 
Menanggapi komentar diatas, penulis menyimpulkan bahwa selain 
kurang aktifnya aparat kepolisian dalam mencari informasi dari masyarakat 
serta kurang optimalnya penanganan kasus ini dan juga kurangnya 
pengawasan orang tua sehingga anak bergaul di lingkungan yang buruk, 
menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan 
dijalanan. 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis, 
penulis menemukan bahwa pihak kepolisian jarang terlihat melakukan patrol. 
Biasanya kepolisian hanya melakukan patrol menjelang akhir pekan saja atau 
pada perayaan akhir tahun, juga saat waktu menyambut hari suci setiap 
agama, padahal dihari-hari biasa sering terjadi kejahatan ini, seharusnya 
dalam upaya menekan tingginya kejahatan pencurian disertai kekerasan 
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yang dilakukan oleh anak dijalanan, aparat kepolisian harus lebih sering 
melakukan patrol agar lebih maksimal.  
Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian 
diatas, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan aparat 
kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan 
yanag dilakukan oleh anak dijalanan adalah sebagai berikut: 
1. Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan kegiatan patrol, 
jangan hanya sekali seminggu atau pada hari tertentu tetapi harus 
setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai harinya. 
2. Aparat kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan 
masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam 
menekan kejahatan ini. 
3. Aparat kepolisian serta instansi pemerintah setempat yang terkait 
perlu mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap anak 
sebagai pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Pada bab yang terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang 
dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, disamping itu pula 
penulis memberi saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan di kota Makassar. 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa, kejahatan pencurian disertai kekerasan yang 
dilakukan oleh anak dijalanan dipandang sangat meresahkan masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat 
disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan dan upaya-upaya 
penanggulangan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai 
kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu: 
a. Faktor ekonomi, dimana rata-rata pekerjaan orang tua pelaku 
kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dijalanan adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah 
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bahkan ada yang orang tuanya tidak bekerja dan ada yang sudah 
meninggal. 
b. Rendahnya tingkat pendidikan anak , kurangnya pendidikan formal 
mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, serta moral pelaku . 
c. Faktor lingkungan sosial, menjadi faktor paling berpengaruh 
penyebab anak melakukan suatu tindak kejahatan, berawal dari 
ikut-ikutan menjadi kebiasaan sampai menjadi profesi untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. 
d. Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua 
kepada anak dapat merubah kondisi jiwa, mental dan kebiasaan 
anak. Rendahnya akhlak anak serta imannya dikarenakan 
kurangnya perhatian dan arahan orang tua tentang agama yang 
mengakibatkan anak melakukan suatu kejahatan. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pegawai di 
lapas untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan 
yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu: 
a. Upaya yang bersifat preventif antara lain: 
1) Melakukan patrol keliling di wilayah hukum kota Makassar. 
2) Penempatan personil kepolisian ditempat-tempat yangrawan 
terjadi kejahatan pencurian. 
3) Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak 
serta sekolah-sekolah di kota Makassar. 
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b. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya: 
- Pihak Kepolisian:  
1) Melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan 
kejahatan pencurian disertai kekerasan melaluip penindakan 
berupa sanksi pidana penjara agar memberi efek jera 
terhadap anak. 
2) Melakukan razia di tempat-tempat berkumpulnya geng yang 
biasa dijadikan markas dan tempat penadah barang curian. 
- Lapas klas I : 
1) Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjadi 
tahanan berupa pembinaan rohani dan intelektual agar anak 
dapat kembali dibentuk kepribadiannya menjadi lebih baik 
2) Setelah anak bebas melalui pembebasan bersyarat anak 
masih akan dipantau dan di bina oleh Badan 
Pemasyarakatan agar tidak kembali melakukan kejahatan. 
B. Saran 
Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran 
yang kiranya bermanfaat dalam upaya menanggulangi kejahatan pencurian 
disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar yakni: 
1. Pihak kepolisian lebih giat lagi melakukan patrol dan razia di 
tempat-tempat biasanya terjadi kejahatan pencurian. 
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2. Kiranya pihak kepolisian dan pemerintah setempat bisa lebih sering 
melakukan sosialisasi di lingkungan rawan kejahatan khususnya 
sosialisasi kepada anak, karena anak sangat rentan terbawa ke 
pergaulan yang buruk hingga ke perbuatan kriminal. 
3. Para orang tua harus lebih mengontrol anak mereka setidaknya 
dengan menjaga ibadah anaknya, penulis sangat yakin dengan 
diberikannya pemahaman agama kepada anak sedari dini dan 
diberikan batasan-batasan pergaulan akan menghindarkan anak 
dari berbuat kejahatan walaupun berada dilingkungan yang buruk. 
4. Pemerintah kota Makassar harus lebih lagi memperhatikan kondisi 
ekonomi dan pendidikan anak di kota nya, setidaknya dengan 
memberikan keringanan kepada yang kurang mampu, lalu 
menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan mengingat kota 
Makassar adalah kota dengan penduduk terbanyak di wilayah 
Indonesia timur, serta memberi santunan kepada anak sebatang 
kara yang orang tuanya telah meninggal atau yang dengan sengaja 
meninggalkan anak mereka. 
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